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KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR : 188.4/003/415.19/2024 
 

TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG 

 
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG 

  

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja 

dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan 

dan Permukiman Kabupaten Jombang, perlu menetapkan 

ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai sasaran kinerja 

di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman. 

  b.  bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten 

Jombang dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kabupaten Jombang 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

4.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 

2015; 

5.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

6.   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara; 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

9.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1842);  

10. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Jombang; 

12. Peraturan Bupati Jombang nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan 

Permukiman Kabupaten Jombang; 
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M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan :    

PERTAMA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas 

Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang;  

KEDUA :  Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan 

untuk: 

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. 

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran 

yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU digunakan untuk : 

a. Perencanaan jangka menengah 

b. Perencanaan tahunan 

c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

e. Evaluasi Pencapaian Kinerja 

f. Pemantauan dan Pengemdalian kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

KEEMPAT :   Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari keputusan ini; 

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal : 03  Januari  2024 

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN JOMBANG, 

  

AGUNG HARIADI, S.T., M.M. 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 

 

       Instansi  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang 

   Visi : BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING 

 Misi : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri 

 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman    

 Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

 Fungsi 1 Perumusan Kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

 

 

2 Melaksanakan kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

   

 

3 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

 

 

4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman; 

    

 

5 Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

 

 

6 Pembinaan Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman dan; 

 

 

7 Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati 
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No 
Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data 

Penanggung 
Jawab 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Infrastruktur 
Permukiman 

1 Persentase rumah tangga dengan 
akses sanitasi yang layak 

Σ 

Jml. Rumah Tangga dengan Akses 
Sanitasi Layak  

x 100% 

Bidang 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 

Dinas 
Perumahan 
dan 
Permukiman 

Jml. Rumah Tangga + (n+1) 

2 Persentase rumah tangga dengan 
akses air minum yang layak  

Σ 

Jml. Rumah Tangga dengan Akses  
Air Minum Layak  

x 100% 

Bidang 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 

Jml. Rumah Tangga + (n+1) 

3 Persentase jaringan drainase 
dalam kondisi baik  

Σ 

Panjang Drainase yang Tertangani 

x 100% 

Bidang 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 

Panjang Total Drainase 

4 Persentase Rumah Layak Huni 

Σ 

Jumlah Rumah Layak Huni 

x 100% 

Bidang 
Perumahan  

    Jumlah Total Rumah + (n+1) 

5 Pesentase Penanganan kawasan 
kumuh  

Σ 

Kawasan Kumuh - Kawasan kumuh 
Tertangani                                                                                                                                                                                                                                                             

x 100% 

Bidang 
Pengembangan 
Kawasan 
Permukiman 

Luas Kawasan Kumuh + (n+1) 

            

 

Jombang, 03 Januari 2023 

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

         KABUPATEN JOMBANG 
 
 
 

AGUNG HARIADI, S.T., M.M. 
 


